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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disingkat UUPK) dibentuk di Indonesia untuk memberikan perlindungan
terhadap konsumen dari pelaku usaha. Melindungi konsumen dari sengketa antara pelaku
usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau
yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan
dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang
dilakukan secara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase secara sukarela dari para pihak
yang bersengketa. Putusan majelis bersifat final dan mengikat tetapi Pasal 56 ayat (2)
UUPK menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri
paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Perkara terbaru di
Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2019 yang sudah diputus ada 3 perkara yaitu
Perkara No. 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Pdg, Perkara No.
29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Pdg, Perkara No. 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN. Pdg. 3 perkara
diatas mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang membatalkan putusan
BPSK Kota Padang tersebut. Dapat dilihat bahwa BPSK dalam memutus perkara tidak
memperhatikan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen para pihak
sehingga diajukannya keberatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi
masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menjadi pertimbangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menerima perkara untuk diselesaikan? 2) Apa
yang menjadi alasan pengajuan upaya keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen oleh pemohon keberatan? 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan
upaya keberatan di Pengadilan Negeri Padang? Penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 1) Syarat untuk diselesaikan BPSK itu
terpenuhi unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. 2) Alasan pengajuan keberatan adalah
BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perjanjian yang disebabkan oleh cidera
janji/wanprestasi yang merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. 3) Pertimbangan
hakim dalam perkara keberatan adalah hakim melihat pada perjanjian yang mengikat para
pihak karena perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.
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